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ABSTRAK

ANDI KURNIA ( B 111 05 204 ). Perkawinan Campuran dan Dampaknya
Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceralan. Di bawah
bimbingan Nurhayati Abbas selaku pembimbing |, dan Mustafa Bola
selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan
campuran khususnya yang berbeda agama ditinjau dan Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui dampak
putusnya suatu perkawinan campuran terhadap pemeliharaan anak
ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas | A
Makaasar melalui wawancara dengan pihak yang terkait yakni empat
orang hakim Pengadilan Agama Kelas | A Makassar.

Hasil yang diperoleh dari penelitan ini antara lain bahwa
perl-camnan campuran dapat dilakukan di Indonesia dan di luar negara
Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan
ketentuan hukum yang beraku di Indonesia, yaitu Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1875 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri,
maka dalam waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke
Indonesia, maka surat bukti pernikahan mereka harus didaftarkan di
Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka berdomisili di Indonesia
agar mereka dapat mempercleh akta nikah dan dengan demikian
perkawinannya dapat dinyatakan sah di mata hukum negara. Selanjutnya
mengenal perkawinan beda agama, dalam Undang-undang Perkawinan
tidak dijelaskan secara jelas seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam.
Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai perkawianan beda agama
ini menyebabkan Mahkamah agung mengeluarkan putusan yang
mengatur masalah perkawinan antar agama ini.

Adapun mengenai dampak putusnya perkawinan campuran
terhadap anak terkait dengan masalah pemeliharaan anak. Di tinjau dari
Kompilasi Hukum Islam,pemeliharaan anak terbagi atas dua periode, yaitu
periode sebelum mumayyiz (belum dewasa) dan pericde mumayyiz
(dewasa). Sedangkan jika ditinjau dari Undang-undang perkawinan,
pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban orang tua hingga anak
dewasa dan dapat menafkahi dirinya sendiri. Bilamana anak telah
dewasa, telah menikah atau dapat menafkahi dirinya sendii maka
kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya telah berakhir.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peranjian yang suci, kuat dan kokoh
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dimana
antara suami dan istri itu harus saling menyantuni, mengasihi, penuh
kebahagiaan baik moral, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Saat ini di Indonesia telah ditetapkan hukum perkawinan yang
beriaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang No.1 tahun
1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, akibat perkembangan kehidupan
manusia yang sangat pesat menyebabkan semakin banyak pula
permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga tujuan
perkawinan kadang tidak dapat tercapai dengan maksimal.

Di antara beberapa permasalahan yang ada, salah satu
diantaranya adalah mengenal perkawinan campuran. Dalam era
globalisasi seperti sekarang ini, dengan semakin berkembangnya jalur

informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antarbangsa




semakin berkembang. Orang asing dapat datang dan pergi kesuatu
negara tertentu, balk untuk urusan bisnis, bekerja, sekolah, atau hanya
datang sebagai turis merupakan suatu hal yang lumrah karena negara
Indonesia tidak menutup diri dalam menjalin interaksi dengan dunia luar.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika  interaksi ini dapat
mewehaﬁkkan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia
dengan warga negara asing yang datang di Indonesia.

Pada mulanya kewarganegaraan orang Indonesia yang melakukan
perkawinan campuran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 62 tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, Undang-
undang ini dianggap tidak mampu memberikan perlindungan
sepenuhnya khususnya kepada warganegara Indonesia yang
melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Hal ini disebabkan
karena Undang-undang ini menganut asas jus sanguinis (faw of the
blood), y'aitu asas yang menyatakan bahwa Kewarganegaraan
seseorang ditentukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran yang bersangkutan. Menurut Undang-undang
Nomor B2 tahun 1958 ini, kewarganegaraan anak ditentukan dari gans
keturunan pihak ayah. Hal ini berarti bahwa jika pihak bapak
berkewarganegaraan asing, maka secara otomatis anak dar hasil
perkawinannya kelak akan berkewarganegaraan asing pula mengikuti

kewarganegaraan ayahnya.
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Perlu diketahui bahwa status warga negara merupakan salah rﬁatﬁ
unsur yang hakiki dan sangat pokok bagi suatu negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga
negara dan negaranya.Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Untuk itulah
maka para kaum perempuan Indonesia berusaha untuk
memperjuangkan status kewarganegaraan anak mereka karena
Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 membatasi hal tersebut. Jelas hal
ini akan mempersulit keadaan ibu dan anak tersebut di masa depan.
Sebagai warga negara asing, si anak akan mengahadapi berbagai
kendala untuk dapat tetap tinggal di Indonesia bersama ibunya karena
bila masa izin tinggalnya telah habis maka ia dapat dideportasi keluar
neger meskipun usianya masih di bawah umur.

Sehubungan dengan hal itulah, Undang-undang Nomor 62 tahun
1958 ini banyak menuai protes danf banyak pihak karena Undang-
undang ini dianggap sangat mendiskriminatif warga negara Indonesia
terutama kaum perempuan. Selain itu, secara sosiologis Undang-
undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan
perkembangan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional dalam pengaruh global yang menghendaki adanya
persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum

serta adanya kesetaraan dan keadilan gender,



Untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat saat ini maka
dibuatlah Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-
undang Nomor 12 tahun 2006 menggantikan Undang-undang Nomor 62
tahun 1958. Undang-undang ini dianggap memberikan angin segar
karena sudah tidak bersifat dikriminatif lagi. Anak yang lahir dari
perkawinan campuran ftidak serta merta berkewarganegaraan asing
mengikuti ayahnya, Anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas
hingga ia berusia 18 tahun. Setelah ia berusia 18 tahun maka ia dapat
memilih status kewarganegaraannya sendiri, apakah menjadi warga
negara Indonesia atau menjadi warga negara asing.

Saat ini, perkawinan campuran antara dua orang yang berlainan
kewarganegaraan sangat banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan
tersebut akan menimbulkan permasalahan bila berakhir dengan
perceraian. Salah satu akibat dari perceraian ini adalah masalah
pemeliharaan anak yang lahir darl perkawinan campuran tersebut. Kelak
anak-anak tersebut akan ditetapkan berada di bawah pemeliharaan
salah satu dar kedua orang tua yang telah bercerai tersebut (sole
custody) dan orang tua yang tidak memperoleh hak pemelinaraan anak
akan memiliki hak kunjung (sccess righis). Hal itu akan berjalan damai
apabila kedua orang tuanya dapat menerima keputusan pemeliharaan
anak itu. Namun masalah akan timbul apabila salah satu dan kedua

orang tua merasa tidak puas akan putusan hakim.



Undang-Undang Perkawinan telah mengatur, jika terjadi perceraian
bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak
mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan
mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan
keputusan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila Bapak tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan juga dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas
istri. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam perceraian pada mereka
yang melakukan perkawinan campuran, Sepanjang perceraiannya
dilakukan di Indonesia melalui prosedur peradilan sebagaimana yang
ditentukan.

Keblasaan yang berlaku, kebanyakan hak asuh anak diberikan
pada pihak perempuan sampai anak berusia 18 tahun, terkecuali jika
keadaaan si ibu vyang ftidak memungkinkan untuk melakukan
pengasuhan terhadap anaknya itu. Kesemuanya ini pun harus melalui
suatu putusan pengadilan.Dalam suatu perkawinan campuran, harus
dilihat hukum mana yang mereka sepakati untuk digunakan dengan
melihat bagaimana perkawinan itu dilakukan karena berhubungan
dengan orang asing yang mempunyai sistem hukum yang berbeda,

dalam suatu perkawinan campuran sudah seharusnya dilakukan melalui



prosedur hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dalam

perkawinan yang dilaksanakan dapat lebih terjamin bagi semua pihak.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis
diatas maka beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah :

1‘? Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran khususnya yang
berbeda agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukurn Islam?

2. Bagaimana dampak putusnya suatu perkawinan campuran
terhadap pemeliharaan anak ditinjau dar Kompilasi Hukum Islam

dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan
diadakannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran khususnya
’

yang berbeda agama ditinjau dar Undang-undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam,



2. Untuk mengetahui dampak putusnya suatu perkawinan campuran

terhadap pemeliharaan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum [slam

dan KUH Perdata.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.

Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
kantribusi bagi ilmu pengetahuan hukum, baik untuk kepentingan
teoritis maupun kepentingan praktis.

Di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat
umum segala hal mengenal perkawinan campuran sehubungan
dengan semakin maraknya perkawinan campuran di Indonesia saat
ini. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa yang
dimaksud dengan perkawinan campuran, syarat-syarat melakukan
perkawinan campuran.

Di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat
umurn mengenai dampak dar perkawinan campuran, khususnya

terhadap pemeliharaan anak setelahterjadinya perkawinan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2,1 Hukum Perkawinan
A. Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam
Pasal 57 "Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-
Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan
salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.”

Pengertian lain perkawinan campuran menurut pasal 1 Peraturan
Perkawinan Campuran, yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah
perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-
hukum yang berlainan (R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2006 : 80 ). Dahulu
ketentuan pasal ini menimbulkan beragam pendapat namun setelah
dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Momor 1 Tahun 1974, maka
pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena maten yang diatur oleh
pasal ini teian diatur pula dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang disebutkan di atas.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo (2004:195), sebelum dikeluarkannya
Undang-Undang Perkawinan Momeor 1 Tahun 1974, di Indonesia terdapat

3 (tiga) aturan Legislatf yang berkaitan dengan perkawinan



campuran.Ketiga ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai
berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergerlijke
Waetboek).
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Krsten (HOCI) 5. 1833
Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de

Gemengde Huwelijke. 5. 1898 Nomor 158).

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan
Momor 1 Tahun 1874, ketiga ketentuan perundang-undangan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesual dengan prinsip umum
dalam perundang-undangan vyang menyatakan bahwa peraturan
perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan
kemudian, akan menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan
dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.

Sehubungan dengan hal ketentuan perundang-undangan tersebut,
hal- ini ditegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Momor 1
Tahun 1974 yang berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan

berlakunya Undang-undang ini, ketentuanketentuan yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlik Wethoek),



Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huweljks Ordonantie
voon de Christen Indonesier S. ‘1933 No. 4), Peraturan Perkawinan
Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S, 1898 Nomor
158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,

dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan demikian segala hal mengenai perkawinan termasuk
perkawinan campuran harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Momor 1 Tahun 1974,

B. Syarat dan Ketentuan Melakukan perkawinan Campuran

Ketentuan mengenal syarat-syarat untuk dapat melakukan
perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang beraku.

Maksud dari Ayat (1) dan (2) Pasal 2 diatas adalah bahwa tiap-tiap
perkawinan yang akan dilakukan sesual dengan ketetentuan agama dan
kepercayaan mereka dan juga peraturan perundang-undangan yang
beraku di Indonesia. Jika kedua belah pihak yang akan melakukan
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perkawinan beragama Islam, maka perkawinannya dilakukan berdasarkan
ketentuan Hukum Islam dan didaftarkan dan di catat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat keduanya berdomisili dan
sebaliknya jika kedua belah pihak beragama non Muslim, maka
pendaftaran dan pencatatan pernikahannnya dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil. Adapun jika agama kedua belah
pihak yang akan melakukan perkawinan berbeda, maka untuk dapat
melangsungkan perkawinan keduanya harus meminta penetapan dan
Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1886 . Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2
Ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, pada dasarnya
perkawinan Muslim dan perkawinan non-Muslim tidak dikenal sebagai
perkawinan campuran. Satu-satunya dasar hukum tentang pelaksanaan
dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdi/1986. Dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka perkawinan beda agama
tetap dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum.

Selain Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), ketentuan mengenai
perkawinan campuran juga diatur dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1) Perkawinan campuran fidak dapat dilangsungkan sebelum

terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh
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hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah
terpenuhi.

2}  Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat

(1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka
yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing
berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan
bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Maksud dari Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat ({2) ini bahwa untuk dapat
melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, kedua belah pihak
harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain
harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika syarat-syarat uniuk melangsungkan perkawinan campuran
sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka akan mendapatkan surat
keterangan dan pejabat yang berwenang untuk hal tersebut dalam hal ini
pegawai Pencatat Nikah bahwa mereka benar-benar telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi
masing-masing pihak. Namun jika pejabat yang berwenang menolak untuk
memberikan surat keterangan tersebut, maka atas permintaan yang
bersangkutan, Pengadilan akan memberikan penetapan dengan tidak

beracara dan dapat melakukan banding lagi tentang apakah penolakan
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pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak dan jika Pengadilan
memutuskan bahwa penclakan itu tidak beralasan, maka keputusan
tersebut menjadi pengganti keterangan bahwa syarat-syarat  untuk
melakukan perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada rintangan untuk
melaksanakannya perkawinan tersebut (Martiman Prodjohamidjojo,
1991:47).

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, tata cara perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika secrang warga
negara Indonesia akan melakukan perkawinan dengan seorang warga
negara asing dan perkawinannya itu akan dilaksanakan di Indonesia,
maka pencatatan perkawinannya juga harus sesual dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 9 Tahun 1975.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 ini dikatakan bahwa
sefiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya di Indonesia
diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai
pencatat nikah ditempat perkawinan itu akan dilangsungkan.
Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang
dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua atau wakil mereka.
Secara garis besar, tata cara melangsungkan perkawinan campuran
hampir sama dengan tata cara melangsungkan perkawinan pada

umumnya asalkan perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia. Jika
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perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri, maka surat bukti
perkawinannya harus didiaftarkan dan dicatat di kantor pencatatan
perkawinan dalam jangka wakiu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali

dan tinggal di Indonesia.

C. Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Sebagaimana diatur dalam 113 Kompilasi Hukum [slam (KHI) dan
Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Perceraian dibagi atas 2 (dua) yaitu, cerai talak dan cerai gugat.
Cerai talak adalah permohonan ceral yang diajukan oleh pihak suami,
sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan cleh pihak
istri. Dalam perkawinan campuran, permohonan cerai dapat diajukan oleh
kedua belah pihak, baik cleh isteri maupun oleh suami,

Adapun menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Untuk dapat
melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat bahwa antara suami

dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana suami isteri,
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Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39

dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun

1975, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk

dapat melakukan perceraian, antara lain :

1.

Salah satu pihak berbuat =zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin dar pihak l[ain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,

Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan

berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit

yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suamifistri;

Antara suami dan istr terus menerus terjadi perselisihan atau
pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukkun lagi dalam

rumah tangga.

Selain Undang Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, alasan-alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam sebagal berikut :

1.

suami melanggar taklik talak.



2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian harus dilakukan didepan
persidangan dan harus memiliki alasan yang cukup kuat karena meskipun
dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak
melarang terjadinya perceraian namun bukan berarti bahwa seseocrang
boleh dengan begitu mudahnya memutuskan hubungan perkawinan yang
merupakan ikatan lahir bathin yang suci dan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Menurut Yahya Harahap (2001 : 215), bahwa :

"Memutuskan ikatan perkawinan mesti melalui campur tangan

pengadilan yang diberi wewenang menilai dan mempertimbangkan

apakah dasar alasan suami atau istri untuk memutuskan ikatan
perkawinan dapat dibenarkan menurut hukum dan moral |slam.

Maka sejak berlakunya Undang-undang Momor 1 Tahun 1874

tentang perkawinan, maka ftidak dibenarkan talak diluar

pengadilan.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bilamana ada perbedaan
antara antara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Isiam
mengenal perceraian, maka dapat dilihat dari keyakinan kedua pihak yang

akan melakukan perceraian. Bilamana pasangan yang akan bercerai ini
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beragama muslim maka harus berdasarkan pada Kompilasi Hukum |slam,
namun jika pasangan tersebut beragama non-Muslim maka harus
berpedoman pada Undang-undang MNomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2.2 Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pemeliharaan Anak
(Hadhanah)

Menurut pasal 1 (g) Kompilasi Hukum lslam, yang dimaksud
dengan pemeliharaan anak atau hadhanah yaitu kegiatan mengasuh,
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri
sendiri. Adapun mengenai pengaturan pemeliharaan anak diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 41, Pasal
45, Pasal 47 dan Pasal 48.

Pasal 41 Undang-undang Momor 1 tahun 1974 berbunyi sebagai
berikut :

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidikanak-anaknya semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perelisihan mengenai

penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
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b. Bapak yang beranggung jawab atas semua Dbiaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenubhi
kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikkul biaya tersebut;

¢. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan danfatau menentukan suatu

kewajiban bagi bekas suami.

Pasal 45 Undang-undang Nomeor 1 tahun 1974 berbunyi :
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendir.
Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

kedua crang tua putus.

Selanjutnya Pasal 47 Undang-undang MNomor 1 tahun 1874

berbunyi :

a, Anak vyang belum mencapai umur 18 tahun atau belum
permah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



= —re—mem—

b. Crang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pada pasal 48 Undang-undang Nomeor 1 tahun 1874berbunyi;
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau
menggadaikan  barang-barang tetap yang dimiliki anaknya
yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan
perkawinan, Kkecuali apabila kepentingan anak itu

menghendakinya.

Dalam hukum lIslam, pemeliharaan anak (child custody-hadhanah)
bertujuan untuk mengasuh dan memelihara anak dibawah umur.
Pemeliharaan anak ini merupakan salah satu bentuk dari perwalian yang
terutama dimiliki oleh ibu dan selanjutnya diteruskan pada garis
perampuan yang mempunyai kemampuan dan bersedia untuk menerima
anak tersebut.

Para ahli hukum memisahkan hadhanah dari guardianship, dengan
demikian ini dapat menjamin pihak ayah tetap bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan si anak selama si anak dibawah pemeliharaan
ibunya. Fakta bahwa si ayah tetap merupakan wali menurut hukum (legal
guardian) dari si anak, berarti bahwa ia ikut membantu si ibu dalam

melaksanakan tugasnya sebagai wali. Akan tetapi bila si ayah gagal
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dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia akan dicabut
kekuasaannya sebagai wali.

Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro
(1960 :83 ), bahwa:

a. Hadhanah, memelihara anak (persoon) yang belum dewasa,
hal mana meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat
kediaman, pemberian pendidikan dan sebagainya.

b. Wilayat al-mal, memelihara kekayaaan si anak dan
kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan

kekayaan itu.

sedangkan menurut W.Juynboll (1930 : 228 ), hadhanah sama
halnya dengan yang dikemukakan oleh Hambali bahwa pemeliharaan
anak pada hakikatnya dilakukan oleh kedua orang tua, kecuali jika
perkawinan mereka terputus, maka ibulah yang berkuasa sampai anak
akil baligh. Setelah si anak sudah akil baligh, maka dia sudah dapat
memilih siapa dari kedua orang tuanya yang akan dilkutinya. Apabila ibu
sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ibu dari si
ibu {(nenek), namun apabila ia juga suedah meninggal maka ia diganti oleh
lbunya lagi (ibu dari nenek). Dengan kata lain bahwa jika salah satu dan
keluarga pihak Ibu meninggal, maka akan berpindah ke pihak yang masih
hidup namun dalam satu garis lurus. Jika para leluhur dalam garis keibuan

ini sudah tidak ada lagi, maka pihak bapaklah yang berkuasa unfuk
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melakukan hadhanah. Akan tetapi jika ia telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh ibu dari pihak bapak (nenek dari pihak
bapak), dan jika ia pun telah meninggal dunia maka hadhanah dilakukan
oleh sanak saudara yang paling dekat hubungan tali kekeluargaannya
dengan si anak. Jika dalam hal ini terdapat lebih dari secrang yang
hubungan kekeluargaannya paling dekat, maka yang didahulukan adalah
seorang perempuan. Apabila keduanya adalah perempuan, maka harus
diundi siapa di antara mereka yang akan melakukan hadhanah,

Sebaliknya wilayat al-mal, harus dilakukan oleh si bapak. Jika ia
tidak ada, maka ia akan digantikan oleh orang tuanya, yaitu bapaknya.
Akan tetapi, si bapak hanya berkuasa untuk dalam wasiatnya menunjuk
orang lain untuk mengurus kekayaan si anak, dan dalam hal ini sabaiknya
gi ibu yang ditunjuk.Jika semua pihak-pihak ini tidak ada, maka kekayaan
si anak akan diurus oleh pemerintah. Kekuasaan wilayat al-mal ini
berlangsung sampai anak dapat dikatakan rasjid, yaitu sudah mampu
untuk mengurus kekayaannya sendiri. Seeorang anak dianggap rasjid
apabila sudah baligh, yaitu berusia 18 tahun. Jika masa itu telah tiba,
maka wali harus menyerahkan kekayaan kepada si anak diserta dengan
pertanggungjawaban.

Sebagai bahan perbandingan, antara Hukum lslam dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan
mengenal hal tersebut di atas. Persamaaannya adalah mengenai batas

waktu pemeliharaan, yakni selama anak belum dewasa ("minderjarig”),
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yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti dibawah 21
tahun dan belum menikah sebelum umur itu. Selain itu, persamaan
lainnya adalah mengenal orang yang ditentukan  untuk menjalankan
pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka
Pengadilan Negeri akan menunjuk orang ketiga yang dinamakan "voogd”
(wali). Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak ada pembagian antara pemeliharaan anak dengan

pemeliharaan kekayaan anak seperti hainya dalam Hukum Islam.

B. Hak Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian
Menurut Zein (2000 : 6-9 ) dalam hal pemeliharaan anak setelah
terjadinya perceraian, dalam hukum |slam terdapat 2(dua) periode, yaitu:

1. Periode sebelum Mumayyiz, adalah dari waktu lahir sampai dengan
menelang umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun. Pada masa
tersebut, seorang anak belum dapat membedakan mana yang
bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Pada masa ini
ibu dianggap lebih berhak terhadap =i anak. Hal ini disimpulkan
berdasarkan :

a. Sabda Rasulullah ; "Barang siapa yang memisahkan antara
seorang ibu  dan  anaknyaniscaya Allah  akan
memisahkannya di hari kemudian®”. (H.R.Abu Daud);

b. Hadis Abdullah bin Umar bi al-'Ash yang menceritakan

tentang seorang wanita yang datang mengadu kepada




Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya
bermaksud untuk membawa anaknya itu bersamanya
setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda : "Kamu
(wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu
belum menikah dengan lelaki lain". (H.R.Abu Daus dan
Ahmady);

. Sesual dengan keputusan hadis-hadis tersebut diatas,
adalah keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa
antara Umar bin Khattab dan bekas istrinya. Umar bin
Khattab dengan salah satu istrinya memiliki seorang anak
yang diberi nama 'Aishima, kemudian ia bercerai dari istrinya
itu. Sewaktu ia bertemu lagi dengan anaknya itu, ia
bermaksud untuk membawanya pergi, sehingga ftimbul
pertengkaran dengan bekas istrinya. Kasus ini dibawa ke
Khalifah Abu Bakar dan sang Khalifah memutuskan agar
anak tersebut ikut dengan ibunya ( riwayat lbnu Abi
Syaibah);

. Pada masa anak belum mumayyiz ini, secrang anak sangat
memerlukan perhatian dan kasih sayang, dan ibu dianggap
tepat untuk memeliharanya karena seorang ibu lebih
mengeri  kebutuhan dan keperluan anak pada masa

tersebut,
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka apabila terjadi
perceraian maka demi kepentingan anak pada umur tersebut, maka ibu
lebih berhak untuk mengasuhnya jika beberapa persyaratan dapat
dipenuhinya. Persyaratan tersebut antara lain bahwa dia telah baligh,
berakal, tidak terganggu ingatannya, memiliki kemauan dan kemampuan
untuk memelihara dan mendiddik si anak, tidak terikat dengan suatu
pekerjaan yang dapat berakibat terlantarmya anak. Bila yang melakukan
hadhanah adalah ibu kandung, maka diisyaratkan agar ia tidak menikah
dengan laki-laki lain { berdasarkan penjelasan Rasulullah, bahwa seorang
ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia tidak
menikah dengan laki-laki lain). Selain itu, seseorang yang melakukan
hadhanah haruslah beragama Islam.

2. Periode Mumayyiz, yaitu umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang
baligh. Pada masa ini anak secara sederhana telah dapat
membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi
dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dapat diberi hak untuk
menentukan sikap, akan ikut ibu atau ayahnya. Dasar hukumnya
adalah hadis Abu Hurairah, yang menceritakan tentang seocarang
perempuan yang datang mengadukan mantan suaminya yang akan
mengambil anak mereka vyang telah baligh. Rasulullah
menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadilinya.

Rasululiah menyuruh si anak untuk memilih antara ibu atay
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ayahnya untuk tinggal bersamanya, dan ternyata si anak memilih

untuk ikut bersama ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak sebagai akibat
dari putusnya perkawinan juga ditegaskan daiam pasal 105 dan 156.
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal
terjadinya perceraian :
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaan;

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah,

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari
ibunya kecuali bila ibunya telah meningggal dunia, maka
kedudukannya digantikkan cleh:

1) perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu:
2) ayah;
3) perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
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9) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis
samping dari iby;

6) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis
samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau dari ibunya;

c. Apabila pemegang hak hadhanah ternyata fidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan, Pengadillan Agama dapat memindahkan hak
hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah
pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah
anak, Pengadilan Agama member putusannya berdasarkan huruf
(a), (b), (c) dan (d).;

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang tidak turut padanya.

Dalam hal kewajiban ayah untuk memberi nafkah atau memberi

biaya hidup kepada anak setelah terjadinya perceraian merupakan suatu




hal yang mutlak selama anak belum berusia 21 tahun atau belum dapat
menghidupi dirinya sendiri. Bilamana anak telah dewasa (21 tahun) atau
telah dapat mengurus dirinya sendiri maka kewajiban ayah untuk memberi
nafkah kepada anaknya telah berakhir. Bilamana ayah tidak mampu untuk
memberi nafkah yang cukup kepada anak maka hakim dapat memutuskan
bahwa Ibu turut serta menafkahi anaknya. Adapun jika ayah mampu untuk
memberi nafkah kepada anak namun dia tidak melakukannya maka pihak
isin dapat mengajukan keberatan dan menuntut suami di pengadilan agar
suami mau menuaikan kewajibannya. Bilamana hakim telah memutuskan
bahwa pihak suami harus memberi nafkah kepada anaknya namun hal
tersebut tidak dilaksanakannya maka dapat dilakukan sita eksekusi atau
mewajibkan suami untuk membayar semua biaya nafkah anak yang

selama ini menjadi kewajibannya namun ia tangguhkan.

C. Pemeliharaan Anak Sebagai Dampak Putusnya Perkawinan
Campuran Kedua Orang Tua dikaitkan dengan Masalah Status
Kewarganegaraan

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan yang
baru yaitu Undang-Undang MNomor 12 tahun 2008, masalah

kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Momor 62 tahun 1958

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor

62 tahun 1858 ini menganut asas “ius sanguinis®, yaitu asas yang

menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan
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garis keturunan. Adapun garis keturunan yang dimaksud adalah garis
keturunan dari pihak ayah. Jadi, jika ayahnya seorang warga negara asing
dan ibunya warga negara Indonesia, maka anaknya berkewarganegaraan
asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun jika ayahnya
berkewarganegaraan Indonesia dan ibunya warga negara asing, maka
anaknya akan menjadi warga negara Indonesia, tanpa memperdulikan
apakah anak tersebut lahir di Indonesia atau diluar negeri,

Hal ini akan menjadi sulit bilamana dikemudian hari kedua orang
tuanya bercerai sedangkan si anak masih dibawah umur, Jika ayahnya
berkewarganegaraan asing. maka anak akan menghadapi berbagai
kendala di masa depan. Kendala tersebut antara lain karena izin
tinggalnya di Indonesia menjadi terbatas. Bila masa izin tinggalnya telah
habis maka anak akan mengahadapi kemungkinan untuk dideportasi
keluar neger tanpa memperdulikan apakah anak tersebut sudah dewasa
ataupun masih sangat kecil (balita). Hal ini jelas terasa tidak adil, baik bagi
si ibu maupun anak, apalagi jika si anak masih kecil dimana ia masih
sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor
62 tahun 1958 ini banyak menuai protes dar banyak pihak karena
Undang-undang ini dianggap sangat mendiskriminasi warga negara
Indonesia terutama kaum perempuan. Selain itu, secara sosiologis
Undang-undang ini dianggap sudah tidak sesual lagi dengan funtutan dan

perkembangan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
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internasional dalam pengaruh global yang menghendaki adanya
persamaan periakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum
serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat saat ini maka
dibuatlah Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-
undang Nomer 12 tahun 2006 menggantikan Undang-undang Nomor 62
tahun 1858. Undang-undang ini dianggap memberikan angin segar
karena sudah tidak bersifat dikriminatif lagi. Anak yang lahir dari
perkawinan campuran tidak serta merta berkewarganegaraan asing
mengikuli ayahnya. Anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas
hingga ia berusia 18 tahun. Setelah ia berusia 18 tahun maka ia dapat
memilih status kewarganegaraannya sendiri, apakah menjadi warga
negara Indonesia atau menjadi Warga Negara Asing. Namun jika setelah
la berusia 18 tahun atau telah menikah, ia tidak memilih salah satu dari
dua kewarganegaraannya itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia  akan kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ini
tidak hanya menganut asas “ius soli" semata tetapi juga menganut
beberapa asas kewarganegaraan umum, sebagaimana diatur dalam

penjelasan atas Undang Nomeor 12 fahun 2006 tentang
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Kewarganegaraan Indonesia. Adapun asas-asas umum tersebut antara

lain:

1.

Asas jus sanguinis (law of the blood) adalah asas yang
menentukan bahwa kewaarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

Asas fus soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang
menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran, yang diberlakukan secara terbatas bagi
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nemor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia inl.

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan
satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Asas  kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang
menentukan bahwa kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia ini

Selain asas-asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga

menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republlik Indonesia ini, antara lain:

1

Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa

peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
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Indonesia, yang bertekad untuk memepertahankan kedaulatannya
sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya
sendiri.

. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan
bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada
setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di
dalam maupun di luar negeri.

. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas
yang menentukan bahwa  setiap Warga Negara Indonesia
mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan.

. Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan
seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai
substansi dan  syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawbkan kebenarannnya.

. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membeda-bedakan
perlakuan dalam segala hal yang berhubungann dengan warga
negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan
gender.

. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan

warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak
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asasi manusia pada umumnya dan hak sebagai warga negara
pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam
segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus
dilakukan secara terbuka.

B. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang
yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
agar masyarakat mengetahuinya (Redaksi Kawan Pustaka

2006:29-30}.

Adapun 3 alasan penting yang mendasari pembentukan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 ini, adalah:

1. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih
mengandung ketentuan yang fidak sejalan dengan falsafah
Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang
menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga
negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap
perempuan dan anak-anak,

2. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-
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Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah
mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap
hak asasi manusia dan hak warga negara.

3. Secara sosiologis, Undang-Undang MNomor 62 Tahun 1958
sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan dan tuntutan
masyarakat  Indonesia sebagai  bagian dari  masyarakat
infernasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya
persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan
hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender (Redaksi
Kawan Pustaka, 20086 : 27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia ini secara substansi jauh lebih maju dan demokratis
dari pada Undang-Undang Nomer 62 Tahun 1958, karena dalam
pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai
pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warganegara
Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing.
Namun yang tidak kalah penting adalah pemberan perlindungan terhadap
anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia
dengan warga negara asing.

Contoh perlindungan terhadap anak oleh Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah

pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil
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perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun dan setelah
sampai batas usia tersebut, ia diwajibkan memilih salah satu
kewarganegaraannya, apakah tetap mempertahankan kewarganegaraan
Indonesianya ataukah memilih kewarganegaraan asingnya. Jika pada usia
18 tahun atau sudah menikah ia tidak memilih salah satu diantara dua
kewarganegaraannya, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang
Kewarganegaraan ini.

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya (Undang-
Undang Momor 62 Tahun 1958), ketentuan semacam itu tidak diatur,
karena status anak hasil perkawinan campuran ditentukan oleh garis
keturunan ayahnya. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Undang-
Undang Nomor 82 Tahun 1958, yaitu asas ius sanguinis sebagai asas
utama. Ketika seorang anak hasil dari perkawinan campuran itu
menghendaki kewarganegaraan Indonesia, maka ia diharuskan
melakukannya melalui proses naturalisasi setelah anak tersebut mencapai

batas usia dewasa (21 tahun).
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang
berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan
skripsi ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Kelas | A Makassar.

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa
pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yag relevan dengan
substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan
dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber
data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang dipercleh langsung dari
lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di
Pengadilan Agama Kelas | A Makassar yang menangani perkara ini.
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b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, dokumen-

dokumen atau tulisan-tulisan yang terkait dengan penulisan skripsi ini,

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperaleh data dan informasi adalah:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-
buku, peraturan perundang-undangan, koran atau arsip-arsip yang
terdapat di Pengadilan Agama Kelas | A Makassar dan data-data lain
yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan
skripsi ini.

b. Penelittan Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan diadakan untuk memperoleh data primer
dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan
data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada hakim yang
terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi
ini.
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3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama
penelitian, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif,
yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesual

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Perkawinan Campuran khususnya yang Berbeda
Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang
pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan
bangsa Indonesia vyaitu Bhinneka Tunggal /ka. Dalam kondisi

keberagaman seperti ini, akan memungkinkan terjadinya interaksi sosial di

antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian

berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya
kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi kini semakin kompleks.

Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam

berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam

kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, kawin
kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan

(agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan

beda-agama sama sekall berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang

sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama.

Hal ini disebabkan karena hubungan lintas negara pada umumnya juga

lintas agama.
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Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1574, Pasal 57 menyatakan
bahwa ;

“Yang dimasud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia

tunduk pada hukum vyang berlainan  karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia "

Eg_rl rumusan Fasal 57 di atas, dapat dilihat bahwa Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 telah memperjelas mengenal pengertian perkawinan
campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang
warga negara Republik Indonesia dengan warga negara Asing;i Jadi
unsur-unsur yang terdapat dalan perkawinan campuran, yaitu perkawinan
dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada
hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak harus warga negara Indonesia Dengan demikian, perkawinan
antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang
berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan pasal 57 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan
pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian
penduduk atau warga negara Indonesia dengan bukan warga negara
Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian jalah bahwa

rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
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tentang Perkawinan ini hanya terbatas pada perkawinan antara warga
negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan
antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang
berlainan, termasuk perkawinan antara agama, tidak termasuk dalam

lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Dalam kasus yang telah terdaftar dengan Nomor Putusan 378/
Pdt.G/ 2007/ PA.Mks, dimana salah seorang warga negara Indonesia
melakukan perkawinan dengan seorang warga negara asing
berkebangsaan Inggris. Perkawinannya dilakukan di Indonesia, tepatnya
di Kalimantan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 739/2/1/1991 tanggal 3
Januari 1881 yang dikeluarkan cleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Balikpapan Timur. Menurut salah seorang hakim di
Pengadilan Agama Kelas | A Makassar, Nadirah Basir, perkawinan antara
keduanya merupakan perkawinan campuran karena memenuhi unsur-
unsur perkawinan campuran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana keduanya tunduk
pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan, dan
salah satu pihak yaitu isteri adalah warga Negara Indonesia. Selain itu
juga sesual dengan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1574, yang menganut prinsip Lex Joci actus
yaitu berdasarkan dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal

ini berarti bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua
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pasangan dalam kasus di atas harus tunduk dan sesuai dengan hukum
perkawinan Indonesia karena perkawinan keduanya dilakukan di
Indonesia. Lebih lanjut menurust Nadirah Basir, perkawinan campuran
dapat dilakukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Jika perkawinan di
lakukan di Indonesia maka harus sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia, dengan kata lain harus sesuai dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan di luar negara Indonesia, dimana
perkawinannya itu tunduk pada ketentuan hukum di negara tempat ia
melangsungkan perkawinannya, maka dalam wakiu 1 (satu) tahun setelah
suami isteri kembali ke Indonesia surat bukti perkawinannya harus
didaftarkan dan dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat ia
berdomisili di Indonesia (wawancara, 18 Juni 2009).

Mengenai hal tesebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 58
Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa :

‘Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di

wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus

didaftarkan di di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal

mereka.”

4]




Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, maka pasangan yang
melakukan perkawinan campuran diluar negeri harus  mendaftarkan
perkawinannya di Indonesia jika ingin kembali menetap di Indonesia. Hal
ini penting agar status perkawinannya dapat memperoleh kepastian
hukum di Indonesia (hitp:/fwww.icrp-online. org)

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A
Makassar, Syahidal, bahwa selain mengenai pengertian perkawinan
campuran, hal lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan ini adalah mengenal kedudukan perkawinan
campuran dimana dalam Pasal 56 Ayat (1) menegaskan bahwa:

"Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua

orang warganegara |Indonesia atau seorang warganegara

Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana

perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia
tidak melanggar ketentuan-ketentuan-ketentuan Undang-undang

ini”

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang warga negara
Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara
Asing di luar negara Indonesia sah-sah saja asalkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di negara tempat mereka melakukan
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perkawinannya. Khusus untuk perkawinan yang dilaksanakan i
Indonesia, harus sesual dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1874 tentang perkawinan.(wawancara, 19
Juni 2009,

Dalam kasus dengan Nomor Putusan 378/ Pdt.G/ 2007/ PA Mks,
menurut Syahidal, dimana perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia
cleh seorang warga Negara Indonesia dengan seocrang warga Negara
asing, maka perkawinannya harus tunduk pada ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Undang-undang Momor 1 tahun 1974, khususnya pada
Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 yang mengatur mengenai
perkawinan campuran dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Momor § Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1874 tentang Perkawinan. Karena kedua pihak (suami isteri)
dalam kasus ini memeluk agama yang sama, yaitu lslam maka
perkawinan mereka harus dicatat cleh Pegawai Pencatat Mikah Kantor
Urusan Agama tempat mereka berdua berdomisili di Indonesia.
Sebaliknya, jika kedua belah pihak beragama Non Musiim, maka
pendaftaran dan pencatatan perkawinannya itu dilakukan cleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil (wawancara 19 Juni 2009),

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A Makassar,
Syamsiah, hal terpenting yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan
perkawinan campuran di Indonesia adalah bahwa untuk dapat

melaksanakan perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat yang
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telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 60 Ayat (1) dan (2) serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(wawancara, 30 Juni 2009).

Pasal 80 Undang-undang Momor 1 Tahun 1974, menerangkan :

1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum
terbukli bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh
nukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.

2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat
(1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang
menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing
berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan
bahwa syarat-syarat telah terpenuhi,

Dari rumusan Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat {2) ini dapat disimpulkan
bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia,
maka kedua belah pihak terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat
perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang MNomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain harus tunduk

pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,
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Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan
campuran di Indonesia meliputi syarat materiil (mengenai pribadi yang
melakukan perkawinan) dan syarat formil (syarat yang mendahului dan
menyertai dilangsungkannya perkawinan). Syarat materil perkawinan
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
yaitu pada Pasal & sampai dengan Pasal 11 tentang syarat-syarat
perkawinan. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Bab Il Pasal 2
sampai dengan Pasal 9 mengenai pencatatan perkawinan dan Bab Il
FPasal 10 dan Pasal 11 tentang tata cara perkawinan (http:/f
rechiboy.multiply. com/fjournal/).

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, syarat materiil dan syarat formil perkawinan juga diatur dalam
Kitab Hukum Undang-undang Perdata (KUHPerdata). Adapun syarat
materiil dan syarat formil yang dimaksud, yaitu :

1. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan
pada umumnya. Syarat ini meliputi:

A. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan
dengan pribadi seseorang yang harus dindahkan untuk
melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu mefiputi;
1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).
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2. Persetujuan dar calon suami dan istdi (Pasal 28
KUHPerdata).

3. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan
ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdata).

4. Harus ada izin dari orangtua atau wali bagl anak-anak yang
belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 — Pasal 49
KUHPerdata.

B. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan
bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdin
atas 2 macam:

1. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.

2. Larangan kawin karena zinah

3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah
adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

2. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan
dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil
(Pasal 50 — 51 KUHPerdata).

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A Makassar,
Mardawiah, apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah
sesual dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan atau sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka kedua pihak yang akan
melakukan perkawinan akan mendapatkan surat keterangan dari pejabat

yang berwenang untuk hal tersebut dalam hal ini pegawai pencatat nikah




Perkawinan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali
dan tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal
56 Ayat (2) Undang-undang MNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
asia com/konsultasi h

Untuk dapat melakukan perkawinan campuran di Indonesia,
beberapa prosedur administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai
berikut :
1. Seorang WNI yang akan menikah dengan WNA di luar negeri :

- Harus memiliki surat keterangan status perkawinan dan izin tertulis
dari orang tua/wali yang bersangkutan;

- Surat Keterangan dan surat ijin tersebut kemudian harus di legalisir
oleh Direktorat Perdata Departemen Kehakiman dan HAM,
Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri dan perwakilan asing
WNA yang akan menikah;

2. Seorang WNA yang akan menikah dengan WNI di Indonesia:

-  WNA yang bersangkutan harus memiliki Surat Keterangan Tidak
Ada Rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran yang
diberikan oleh perwakilan negaranya di Indonesia;

- Surat Keterangan Status Perkawinan dan ijin tertulis dar orang
tuafwali yang harus dilegalisir oleh Direktorat Perdata Departemen
Kehakiman dan HAM, Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri

dan perwakilan asing WNA yang akan menikah.




3. Jika di Indonesia tidak ada perwakilan asing WNA tersebut, maka yang
bersangkutan harus menghubungi perwakilan negaranya yang berada
di negara terdekat. Surat Keterangan Tidak Ada Rintangan untuk
melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, Surat Keterangan
Status Perkawinan dan ijin tertulis dari orang tua/wali serta dokumen-
dokumen lain yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia harus dilegalisir oleh Perwakilan Asing
WNA di negara terdekat tersebut dan Perwakilan Republik Indonesia
di negara tempat perwakilan asing terdekat tersebut berada.

4. Di Indonesia, dokumen yang sudah dilegalisir oleh Perwakilan Republik
Indonesia kemudian diperkuat dengan legalisasi dari Direktorat
Perdata Departemen Kehakiman dan HAM dan Direktorat Konsuler
Departemen Luar Negeri untuk dibawa kepada pejabat yang
berwenang menikahkan dan pejabat pencatat perkawinan.

5. Surat Izin dari masing-masing sponsor + keterangan gaji

Tak dapat dipungkiri, dalam era globalisasi seperti sekarang ini,
dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi
mengakibatkan hubungan antarbangsa semakin berkembang. Interaksi
antar warga negara semakin mudah dan terbuka. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika interaksi ini dapat menyebabkkan terjadinya
perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing
yang datang di Indonesia. Perlu diketahui bahwa perkawinan campuran

tidak selamanya dilakukan cleh dua pihak yang memiliki keyakinan atau
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agama yang sama. Saat ini perkawinan campuran banyak dilakukan oleh
pasangan yang memilki keyakinan yang berbeda.

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A
Makassar, Mardawiah, bahwa untuk membentuk suatu keluarga,
khususnya bagi pasangan yang berbeda keyakinan tentunya memerlukan
suatu komitmen yang kuat diantara keduanya. Dalam Pasal 2 Ayat (1)
Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa suatu
perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan
pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
dimana dalam Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 5 KHI
menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin
ketertiban perkawinan. Selain itu, dalam pasal 6 KHI juga menegaskan
bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai
pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari ketentuan Pasal
2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
setiap perkawinan yang akan dilakukan, akan lebih baik bilamana kedua
pasangan menganut agama atau keyakinan yang sama agar tidak
mempersulit pelaksanaan pernikahan mereka kelak, terutama menyangkut
syarat formil perkawinan yang meliputi pemberitahuan, pendaftaran dan

pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah, baik di Kantor
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Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975, Bab Il Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengenai pencatatan
perkawinan dan Bab Il Pasal 10 dan Pasal 11 tentang tata cara
perkawinan. Selain itu, juga agar status perkawinan mereka dapat
memiliki kekuatan hukum karena telah dinyatakan sah di mata hukum
negara dan hukum agama (wawancara, 2 Juli 2009).

Pada dasarnya perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua
belah pihak yang berbeda keyakinan dilarang. Hal ini sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,
Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Fenegasan mengenai larangan perkawinan beda agama ini ditegaskan
pula dalam Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang
yang: mempunyal hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin, Menurut Undang-undang perkawinan, suatu
perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan
juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan
suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek
administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang
perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi. Jika perkawinan hanya

dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara tanpa
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memperhatikan unsur agama, maka perkawinan dianggap tidak sah.
Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur
hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-
undang (hukum negara), maka perkawinan juga dianggap tidak sah
(Wahyono Darmabrata, 2003 : 102)

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, ada 4 cara yang dapat
ditempuh ocleh pasangan beda agama agar dapat melangsungkan
perkawinannya, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.

2, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

Untuk cara yang pertama, seringkali ditempuh karena perkawinan
mereka tidak dapat di catat dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) dan Kantor Catatan Sipil karena keduanya memiliki keyakinan yang
berbeda, dimana hal tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat
(1) dan (2) serta Pasal 8 huruf (f). Mamun setelah dikeluarkannya
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt /1986 pada tanggal
20 Januari 1986 yang membolehkan perkawinan beda agama dengan
cara meminta penetapan terebih dahulu di pengadilan, akhirmya banyak
pasangan beda agama yang menempuh cara ini. Untuk cara yang kedua,
gaat ini masih jarang dilakukan oleh pasangan beda agama, pada

urmumnya mereka memilin untuk melakukan penundukan pada hukum
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agama pasangannya untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan
mereka. Sedangkan cara yang ketiga dilakukan dengan cara melakukan
penundukan pada agama atau kepercayaan pasangannya, dimana salah
satu dari mereka memilih untuk pindah pada agama pasangannya.
Terkadang cara ini hanya bersifat sementara, hal ini mereka lakukan agar
perkawinan mereka dapat dilaksanakandi daftar dan di catat oleh
Pegawaii Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bilamana
keduanya beragama muslim atau di Kantor Catatan Sipil jika keduanya
beragama non-muslim. Dengan demikian mereka dapat memperoleh akta
nikah dan status perkawinan mereka menjadi sah di mata hukum negara
dan agama. Cara yang mereka tempuh ini tak jarang menjadi masalah di
kemudian hari ketika pasangannya memutuskan untuk kembali pada
keyakinannya yang semula. Hal ini seringkali menjadi pemicu keretakan
rumah tangga yang berujung pada perceraian. Adapun untuk cara yang
keempat, undang-undang perkawinan memberikan ruang yang dapat
digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut, Pasal
26 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia
antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara
indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan
menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar

ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 56
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Ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan
isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, maka surat bukti perkawinan
mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal
mereka {hﬂpﬂhukurnuniine-mnﬂdatail.a5p?id=15555&d=5erila}.
Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan
wanita, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal,
abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nemor 1 Tahun 1974, MNamun seringkali tujuan
perkawinan kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya
perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena
putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Adapun larangan perkawinan beda agama ini tidak hanya diatur dalam
Undang-undang Perkawinan saja tetapi juga dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Bagi seorang pria Islam dilarang untuk menikahi seorang
wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40
Huruf (c) KHI. Sedangkan larangan bagi seorang wanita Islam untuk
menikah dengan pria yang tidak beragama Islam ditegaskan dalam Pasal
44 KHI. Larangan terhadap perkawinan beda agama ini disebabkan
karena menurut agama Islam, perkawinan adalah lembaga yang suci yang
melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana
maksud Pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut
Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,
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Selain itu juga karena perkawinan merupakan lembaga yang suci yang
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah.

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua pihak yang memilikii
keyakinan yang berbeda tentunya bukanlah hal yang mudah, baik dari
segi pelaksanaannya juga resikonya dikemudian hard. Dari segi
pelaksanaannya, tidaklah semudah bilamana keduanya beragama Mushim
atau keduanya beragama non-Muslim. Sedangkan resiko dikemudian hari
adalah adanya kemungkinan salah satu dari pasangan akan murtad
ataupun kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat berakibat pada
keretakan rumah tangga. Dalam kasus dengan Nomor Putusan
378/PdL.G/2007 dimana perkawinan antara BB (WNI) dan MC (WNA),
keduanya memiliki keyakinan yang sama, tentunya tak akan sesulit jika
keduanya berbeda keyakinan. Namun saat ini, masalah tersebut banyak
diabaikan oleh pasangan beda agama. Bagi mereka, perbedaan agama
atau keyakinan bukanlah suatu penghalang untuk dapat melangsungkan
perkawinan.

Tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai
perkawinan beda agama, menyebabkan banyaknya timbul penafsiran
dikalangan para ahli hukum. Pertama, penafsiran yang berpendapat
bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU
No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f Pendapat kedua, bahwa
perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena
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karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi
pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada
dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang
berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda
kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
Pendapat ketiga, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur
dalam UU No. 11974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No.
111974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada
peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-
undang perkawinan (Ahmad Sukarja, 1996 ; 17-18).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung
mengeluarkan putusan pada tanggal 20 Januari 1986 Nomor 1400 K/
Pdt/1986. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka perkawinan
beda agama dapat dilakukan di Indonesia. Yang menjadi dasar
dikeluarkannya putusan ini oleh Mahkamah Agung bahwa dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara
jelas dan tegas mengenai perkawinan antar agama sehingga dapat
menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat. Selain itu, hal ini
juga sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa seqala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di
dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga
negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak

ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk
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perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD
1845 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga
negara untuk memeluk agama masing-masing.

Menurut Soedharyo Soimin (2002 : 95-97), dengan tidak diaturmya
perkawinan antar agama dalam Undang-undang Momor 1 Tahun 1974
dan Regeling op de Gemengde Huweljken (GHR) serta Huweljks
Ordonantie Christen Infanders (HOCI) tidak dapat dipakal karena terdapat
perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat besar dengan Undang-
undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kedua
ordonansi tersebut, maka dalam pengaturan mengenai perkawinan antar
agama terjadi kekosongan hukum. Dalam kondisi masyarakat Indonesia
yang pluralistik, baik dari segi agama, suku, budaya maupun bahasa,
kemungkinan untuk terjadinya perkawinan campuran dan perkawinan
antar agama sangat besar dan hal ini sangat sulit untuk di cegah
mengingat interaksi masyarakat di era globalisasi saat ini sangat terbuka,
Dengan keadaan seperti itu, maka akan berdampak negatif jika
kekosongan hukun dibiarkan terus berlanjut karena hal ini berarti bahwa
kedudukan perkawinan antar agama menjadi tidak jelas dan jika hal
tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus tanpa ada ketentuan yang
mengaturnya, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baik dari segi
kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-
penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh

karena itu, Mahkamah Agung berusaha untuk mencari solusi dengan
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mengeluarkan Putusan Nomor 1400 K/Pdy 986 yang mengatur mengenai
status hukum perkawinan antar agama di Indonesia. Putusan Mahkamah
Agung ini sangat kontroversi dikalangan masyarakat, namun putusan
tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan
hukum karena Undang-undang Perkawinan yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai
perkawinan antar agama. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung
Nomor 1400 K/ Pdt /1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga
dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat
menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber
hukum yang beriaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung ini
memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melakukan
perkawinan antar agama dengan syarat terlebih dahulu meminta
penetapan di pengadilan tempat pasangan ini berdomisili, Setelah
keduanya memperoleh surat penetapan dari pengadilan, maka mereka
dapat mengajukan permchonan di Kantor Catatan Sipil karena hanya
instansi inilah yang berwenang untuk menerima dan mengabulkan
permohonan pasangan beda agama untuk dapat melakukan perkawinan
antar agama. Perlu diketahui bahwa dalam proses perkawinan antar
agama, maka permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus
diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bagi orang Islam , hal ini
disimpulkan bahwa ia berkehendak untuk melangsungkan perkawinan

tidak secara hukum Islam. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa
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dengan mengajukan permohonan tersebut, pemohon sudah tidak lagi
menghiraukan status agamanya. Sehingga Pasal 8 Huruf (f) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi merupakan halangan untuk
melangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami
isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil
berkewajiban untuk menerima dan mengabulkan permchonan tersebut
dan kemudian mencatat perkawinan mereka dan selanjutnya akan diberi
akta perkawinan  (htip./iwww ayo-nikah com/seputar-pernikahan/33-
campuran/29-perkawinan-campuran, himl).

Menurut salah seocrang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A
Makassar, Mardawiah, bahwa tidak adanya larangan yang tegas terhadap
perkawinan antar agama, dimana Undang-undang Perkawinan (Pasal 57)
mengakui adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan
oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena
perbedaan kewarganegaraan  dimana salah satu  pihak
berkewarganegaraan Indonesia dan satunya berkewarganegaraan asing,
yang dilakukan di Indonesia maupun di |luar negeri, hal ini jelas dapat
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kasus tertentu, bisa
saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri
juga merupakan perkawinan beda agama. Pengakuan terhadap
perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak
sesual dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak

diperbolehkan untuk melakukan perkawinan antar agama, tentu muncul
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pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawinan di luar
negeri diakui oleh negara, bukankah hal ini dapat memberi celah bagi
perkawinan antar agama. Namun kini, dengan adanya Yurisprudensi
Mahkamah Agung Momor 1400 K/ Pdt 1986, semuanya permasalahan
diatas dapar terfjawab. Kini semakin banyak masyarakat Indonesia yang
melakukan perkawinan antar agama tanpa harus merasa khawatir akan
keabsahan status perkawinannya karena Yurisprudensi Mahkamah Agung
memberikan alternatif untuk hal tersebut. Namun lebih lanjut menurut
Mardawiah, meskipun kini perkawinan antar agama kini sudah
memperoleh kepastian hukum di mata negara tetapi periu diingat bahwa
agama atau keyakinan merupakan hal yang sangat mendasar dalam
hidup terutama dalam kehidupan berumah tangga. Seringkali perbedaan
keyakinan menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan hampir sebagian
besar berakhir dengan perceraian. Hal ini tentu sangat disayangkan,
mengingat perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral.
Oleh karena itu, untuk membentuk suatu ikatan perkawinan sebaiknya
kedua pasangan memiliki keyakinan yang sama agar tidak ada kesulitan
yang berarti meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa
kehidupan rumah tangga mereka dapat bertahan lama karena aspek
agama tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah perkawinan dapat
bertahan lama atau tidak karena ada banyak hal yang dapat menjadi

faktor terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga.



4.2 Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan
Anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut ajaran agama Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak
bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sewenang-
wenang oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik
mungkin oleh kedua crang tuanya. Anak adalah manusia yang memiliki
nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun.

Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan

bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan

dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui
beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu
anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua..

Pada dasamya peristiwa perceraian, apapun alasannya,
merupakan malapetaka bagi anak karena ia tidak dapat lagi menikmati
kasih sayang dan perhatian orang tuanya yang sangat penting bagi
pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang berakhirnya sebuah rumah tangga
mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. [tulah sebabnya dalam
ajaran agama lIslam, perceralan harus dihindarkan sedapat mungkin
bahkan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah
swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceralan orang tuanya merupakan
hal yang akan mengguncang kehidupannya dan dapat berdampak buruk

bagi pertumbuhan dan perkembangannya jiwanya, sehingga biasanya
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anak-anak merupakan pihak yang paling menderita dengan terjadinya
perceraian orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan akan
memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak untuk menjalankan
kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan
anaknya. Tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, karena
masing-masing merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan

nak asuh sebagai orang tua. (http:/fuinsuska.info/syariah/attachments/).

Dalam kondisi tertentu kefika keinginan orang tua tidak
menguntungkan bagi anak maka demi kepentingan anak, hakim boleh
mengubah putusan itu dan menentukan mana yang bermanfaat bagi
anak. Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam
sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang
kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan
pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak
sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh
Pengadilan, sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak
ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan
ayah tetap berkewajiban membiayai kebutuhan anaknya dan ibu tidak
boleh menghalang-halangi suami untuk berhubungan dengan anaknya
demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai, anak
tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dan kedua
orang tuanya (http:/fuinsuska. info/syariah/attachments/).



Dalam hal terjadinya perceraian, hal ini akan memberikan dampak
negatif terhadap anak. Dia tidak dapat lagi menikmati kasih sayang kedua
orang tuanya secara bersamaan, seperti dalam contoh kasus yang telah
terdaftar dengan Nomor Putusan 378/PdtG/2007/PA.Mks, dimana pada
kasus tersebut BB (isteri) mengajukan permohonan cerai terhadap MC
(suami), dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Akibat dari
perceraian tersebut, hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinannya
jatuh kepada ibunya dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih
dibawah umur { 6 tahun ), sehingga ia masih sangat membutuhkan kasih
sayang dan perhatian dari ibunya. Namun demikian, menurut salah
seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A Makassar, Syahidal, hak
asuh anak bisa saja tidak jatuh ketangan ibunya, melainkan ke tangan
ayahnya jika hakim merasa bahwa anak tersebut tidak layak untuk tinggal
bersama ibunya karena adanya faktor-fakior tertentu, misalnya ibu
dianggap tidak cakap dalam mengasuh anak, ibu telah murtad, dan
sebagainya (wawancara,20 juni 2009 ).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, vyang dimaksud dengan
pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdin sendin. Masalah
pemeliharaan anak (hadhanah) diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156
Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 menjelaskan tentang pengasuhan
anak pada dua periode. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan

belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) dimana pengasuhan anak
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ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut telah mumayyiz
(usia 12 tahun ke atas), maka ia dapat diberikan hak untuk memilih diasuh
oleh ayah atau ibunya, Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan
anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan
dalam garis keluarga untuk dapat menentukan siapa yang berhak untuk
mengasuh anak (http./, .badilag.net/data/fARTIKEL/varia.

Menurut secrang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A Makassar,
Syahidal, dalam ajaran agama Islam, ada dua periode perkembangan
anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode
sebelum mumayyiz dan periode mumayyiz. Periode pertama vyaitu
sebelum mumayyiz adalah periode di mana anak belum bisa
membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.
Sebelum anak mumayyiz, ibu dianggap lebih berhak untuk menjalankan
hak asuh anak karena pada usia tersebut anak sangat membutuhkan
perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Pada periode kedua yaitu periode
mumayyiz, dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu untuk
membedakan mana yang bermanfaat dan mana berbahaya bagi dirinya.
Periode ini biasanya dimulai sejak usia anak menjelang dewasa (baligh).
Pada masa ini anak sudah dapat diberikan hak untuk memutuskan
apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya (wawancara, 3 Juli 2009).

Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
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sesual kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri
sendiri (21 tahun). Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum
menikah maka ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan
mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak
atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali
kepentingan anak menghendaki. Jika orang tua melalaikan kewajibannya
atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat
dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke
pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke
atas, saudara kandung yang telah dewasa atau cleh pejabat berwenang.
Kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya
untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Semua biaya
hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi
perselisihan mengenal hadhanah dan nafkah anak maka pengadilaniah
yang memutuskannya, Kewajiban orang tua untuk memelihara dan
mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua
putus (hitp:/fuinsuska.info/syariah/attachments/).

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah
pemeliharaan anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1874 tentang Perkawinan pengaturan mengenai pemeliharaan anak diatur



dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48. Dalam Pasal 41 dan
Pasal 45 ditegaskan mengenai kewajiban orang tua, baik ibu maupun
bapak untuk tetap mendidik dan memelihara anak mereka demi
kepentingan anak itu sendiri hingg4 ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.
Selanjutnya pada Pasal 47 dan Pasal 48 menerangkan mengenai
kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan
hukum selama anak belum dewasa dan belum dapat mandir. Selama
anak belum dewasa, orang tua tidak dapat memindahkan ataupun
menggadaikan barang yang dimiliki anaknya kecuali jika kepentingan
anak yang bersangkutan menghendaki.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua,
sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak
anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang,
pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimeniasi)
yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa
perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Namun nafkah anak
seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceralan, sabenamya
nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau
anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar
sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, sita eksekusi, dan diakhiri
dengan lelang. Bahkan Seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak

berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya
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1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau % jika tidak memiliki
anak (http:/luinsuska.info/syariah/attachments/).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas |
Makassar, Mardawiah, bahwa apabila seorang anak yang belum berusia
18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di
bawah perwalian yang akan mengurusi masalah mengenai pribadi dan
harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang
menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat
ataupun secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi. Wali diutamakan
berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan
syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan
harta bendanya dengan sebaik-baiknnya dan menghormati agamanya,
Seorang wali wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta
benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat
kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga
tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang
tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu.
Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis
lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti telah
melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian

ditunjuk wali yang lain (wawancara, 3 Juli 2009).
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Menurut salah secrang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A
Makassar, Nadirah Basir, bahwa dengan terjadinya perceraian maka
pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri. Sebagai ibu atau bapak, mereka fetap berkewajiban untuk
memelihara dan mendidik anak mereka dan jika ada perselisihan
mengenai pemeliharaan anak, maka pengadilan akan memberi putusan
dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak tersebut.
Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperiukan oleh anak dan jika bapak ternyata tidak dapat
memenuni  kewajibannya pengadilan dapat memutuskan ibu  ikut
memikulnya. Lebih lanjut menurut Nadirah Basir, bahwa bilamana suami
tidak konsisten membiayai anaknya padahal dari segi materi ia mampu
untuk memberi nafkah maka isteri dapat menggugat suami di pengadilan
dan hakim dapat memaksa suami untuk menuaikan kewajibannya. Suami
dapat digugat untuk membayar biaya hidup anaknya terhitung sejak ia
mulai melalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak. Seorang isteri
juga dapat menggugat suaminya disertai dengan permintaan eksekutorial
bilamana suami mengabaikan kewajibannya padahal ia mampu untuk
menafkahl anak. Namun menurut Nadirah Basir, kasus seperti ini sangat
jarang terjadi khususnya di Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Makassar

(wawancara, 22 juni 2009).
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Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi
nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah
terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan
lainnya, meskipun hubungan perkawinan telah putus. Suatu perceraian
tidak berakibat akan hilangnya kewajiban crang tua untuk tetap memberi
nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.
Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah, sedangkan ayah
bertanggung jawab mencari nafkah untuk anaknya. Pihak ayah hanya
berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya itu
membutuhkan nafkah. Ayah tidak wajib menafkahi anaknya lagi jika anak
telah dewasa dan dapat membiayai dirinya sendiri, Seorang ayah yang
mampu akan tetapi tidak member nafkah kepada anaknya padahal
anaknya sangat membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim untuk
menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah
anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari
ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi
kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia
mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai
dana sendirn sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang
maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada
anaknya (http://uinsuska.info/syariah/attachments/).

Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak

sebaik-balknya sampai anaknya kawin atau dapat berdii sendiri,
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Kewaijiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat
meskipun hubungan perkawinan telah putus. Orang tua wajib menjaga
dan melindungi anaknya dengan sekuat tenaga. Orang tua tidak boleh
membiarkan anaknya terantar dan tidak terurus. Mereka harus dilindungi
dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan
tubuh serta dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang
tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum
atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseocrang
atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali
melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama-.
anak dan wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya
melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan.
Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali maka harta
kekayaan anak dapat diurus cleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga
lain yang berwenang untuk bertindak sebagai wali pengawas mewakili
anak. Jika di kemudian hari wali idak cakap berindak menurut hukum
untuk melakukan perbuatan hukum, maka status walinya dapat dicabut
dan dapat ditunjuk orang lain oleh Pengadilan begitu juga jika wali
meninggal (http://uinsuska.info/syariah/attachments/).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas | A
Makassar, Mardawiah, bahwa secara gans besar perceraian memberikan

dampak yang cukup besar terhadap seorang anak, terutama dalam kasus
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